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Abstrak
 

Dalam beberapa tahun terakhir, industri ekonomi kreatif Indonesia sedang mengalami perkembangan.

Namun, terdapat salah satu persoalan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif, yaitu minimnya

infrastruktur pendukung, seperti terbatasnya akses ke pembiayaan. Berkaitan dengan pembiayaan, salah satu

masalah yang menonjol adalah keengganan bank untuk menerima hak kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Pada dasarnya, kedudukan hak kekayaan intelektual untuk dijadikan jaminan telah diatur dalam undang-

undang. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Namun, terdapat ketiadaan

peraturan pelaksana dalam pengimplementasiannya. Untuk itu, dalam semangat memajukan industri

ekonomi kreatif, Pemerintah menerbitkan PP 24/2022 yang mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis

kekayaan intelektual. PP 24/2022 memuat pranata pendukung hak kekayaan intelektual sebagai objek

jaminan. Namun, kebijakan ini dianggap belum dapat diimplementasikan dikarenakan terkendala dalam

beberapa aspek, antara lain lembaga penilai, standar valuasi, sistem administratif, dan regulasi teknis.

Pengaturan mengenai kedudukan HKI sebagai objek jaminan juga dikenal di negara Amerika Serikat dan

Korea Selatan, yang mana telah berhasil untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, skripsi ini akan

membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan dan implementasi penilaian kekayaan intelektual

sebagai objek jaminan pada negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang dapat memberikan

rekomendasi berupa langkah lanjutan untuk perbaikan pengaturan dan implementasi di Indonesia. Bentuk

penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh

studi kepustakaan dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika

Serikat dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum dalam implementasi kekayaan

intelektual sebagai objek jaminan belum diatur secara komprehensif, jelas, dan menyeluruh. Selain itu,

implementasi kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di Indonesia terkendala oleh lembaga penilai,

standar valuasi, sistem administratif, dan regulasi teknis. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan

pengambilan langkah lanjutan untuk merealisasikan pelaksanaan kekayaan intelektual sebagai objek

jaminan.

......In recent years, Indonesia's creative economy industry has been on the rise. However, there is one

problem faced by creative economy actors, namely the lack of supporting infrastructure, such as limited

access to financing. Concerning financing, one of the prominent problems is the reluctance of banks to

accept intellectual property rights as collateral. Regulatory-wise, the position of intellectual property rights

to be used as collateral has been regulated in law. Intellectual property rights can be used as fiduciary

guarantees. However, there is a lack of implementing regulations in its implementation. For this reason, in

the spirit of advancing the creative economy industry, the Government issued PP 24/2022 which regulates
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intellectual property-based financing schemes. PP 24/2022 contains institutions that support intellectual

property rights as collateral objects. However, this policy is deemed unable to be implemented due to

constraints in several aspects, including assessment institutions, valuation standards, administrative systems,

and technical regulations. Arrangements regarding the position of IPR as collateral objects are also known in

the United States and South Korea, which have been successfully implemented. Therefore, this thesis will

discuss and analyze the comparative arrangement and implementation of intellectual property valuation as

collateral objects in the United States and South Korea, which can provide recommendations in the form of

further steps to improve regulation and implementation in Indonesia. The research form of this thesis is

juridical-normative with a descriptive research typology supported by literature studies and interviews as

data collection tools. Based on comparisons with the United States and South Korea, it can be concluded

that legal instruments in the implementation of intellectual property as collateral objects have not been

regulated comprehensively, clearly, and thoroughly. In addition, the implementation of intellectual property

as collateral for debt in Indonesia is constrained by appraisal institutions, valuation standards, administrative

systems, and technical regulations. Therefore, it is recommended to improve and take further steps to realize

the implementation of intellectual property as a guarantee object.


